
BUPATI JOMBANG 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG 
NOMOR 7 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Serita Negara Republik Indonesia 
Ta hun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4 . Undang-Undang Nomor 1 Ta hun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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7 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tamba ha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 20 12 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
110, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 
5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hi bah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang 
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi 
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5740); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah se bagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015; 

26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang
Undangan; 
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27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan 
Layanan Umum Daerah; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional; 

33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07 /2016 
Tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 Nomor 
3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 
Nomor 104) ; 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 
15/ A); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 
7 / E); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 
1/ 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 
Nomor 1/ 8); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 
2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daera h Kabupaten 
Jombang Tahun 2011 Nomor 5/8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2/8); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 
2010 ten tang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Ka bu paten 
Jombang Tahun 2011 Nomor 13/ 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 / 8); 
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40. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 
2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 6/8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4/8); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 
2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2011 Nomor 7 / 8 , Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 / 8); 

42 . Peraturan Daerah Kabupa ten Jombang Nomor 18 Tahun 
2010 tentang Pajak Sarang 8urung Walet (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 8 / 8, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6/8); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 
2010 ten tang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Ka bu paten 
Jombang Tahun 2011 Nomor 9 / 8 , Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 / 8); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 
2010 tentang Pajak Park.ir (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2011 Nomor 10/ 8 , Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 / 8); 

45 . Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 
2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2011 Nomor 11 / 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jorn bang Tahun 2011 Nomor 9 / 8); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 
2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 201 1 Nomor 12/ C, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 
1/ C); 

4 7 . Peraturan Daerah Ka bu paten Jorn bang Nomor 23 Tahun 
2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 201 1 
Nomor 13/ C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Nomor 2/C); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 25 Tahun 
2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah 
Ka bupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 15 / C, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4/C); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 26 Tahun 
2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan 8ermotor 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 
16 / C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 
Nomor 5 / C); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 27 Tahun 
2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jorn bang Tahun 2011 Nomor 
17 / C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 
Nomor 6 / C); 
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51. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 28 Tahun 
2010 ten tang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 
18/ C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 
Nomor 7 / C); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 29 Tahun 
2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 19/ C, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 
8/C); 

53 . Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 30 Tahun 
2010 ten tang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 20/C, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 
9/C); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 31 Tahun 
2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 21 / C, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 
2011 Nomor 10/C); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 
2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 
Tahun 2012 Nomor 2 / C) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 
2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 
Nomor 5 / C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2016 Nomor 5/C); 

56. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 
2012 tentang Retribusi Penyediaan/ Penyedotan Kakus 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 
3 / C); 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 
2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 
4 / C); 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 5/C, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 
2012 Nomor 5 / C); 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 
2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 
6 / C); 

60. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 
2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 
2012 Nomor 1/ B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Nomor 1/ B); 
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61. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahu n 
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 10/E) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 15/ E, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 
2016 Nomor 10/E); 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 
2015 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Ploso (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2015 Nomor 5/C); 

63. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 
8/D); 

64. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 10/ C); 

65. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2016 Nomor 12/ A); 

66. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 
2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jorn bang Tahun 2017 Nomor 
5/A); 

67. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 
2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 
2017 Nomor 6/ A). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2017. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 diubah semula berjumlah 
Rp. 2 .341.259.484.206,00 bertambah sejumlah 

sehingga menjadi Rp. 193.117.501.964,68 
Rp. 2.534.376.986.170,68 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan 
a. Semula 
b. Bertambah 
Jumlah Pendapatan setelah 
Perubahan 

Rp. 2.341.259.484.206,00 
Rp. 193.117.501.964,68 

Rp. 2.534.376.986.170,68 



2. Belanja 

a. Semula 

b. Bertambah 
Jumlah Belanja setelah 

Perubahan 
Defisit setelah Perubahan 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

1) Semula 

2) Bertambah 

8 

Jumlah Penerimaan setelah 
Perubahan 

b. Pengeluaran 

1) Semula 

2) Bertambah 

Jumlah Pengeluaran setela h 

Perubahan 
Jumlah Pembiayaan netto setelah 
perubahan 

Rp. 2.491.470.519.792,85 

Rp. 271.279.783.391.83 

Rp. 2.762.750.303.184,68 

Rp. (228.373.317.014,00) 

Rp. 150.211.035.586,85 

Rp. 78.162.28 1.427, 15 

Rp. 228.373.317.014,00 

Rp. 0,00 

Rp. 0,00 

Rp. 0,00 

Rp. 228.373.3 17.014,00 

Sisa le bih pem biayaan anggaran setelah 
Perubahan Rp 0,00 

Pasal 2 

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
terdiri dari: 

1 angka 1 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1) Semula 

2) Bertambah 

Rp. 344.415.880.840,00 

Rp. 151.613.779.411.68 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 
setelah Perubahan Rp. 496.029.660.251,68 

b. Dana Perimbangan 

1) Semula 

2) Berkurang 
Jumlah Dana Perimbangan 

setelah Peru bahan 

Rp. l.561.271.845.575,00 

Rp. (7.014.538.753,00) 

Rp. l.554.257.306.822,00 

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

1) Semula Rp. 435.571.757.791,00 

2) Bertambah Rp. 48.518.261.306,00 
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah 

yang Sah setelah Perubahan Rp. 484.090.019.097,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: 
a. Pajak Daerah 

1) Semula 
2) Bertambah 
Jumlah Pajak Daerah setelah 

Rp. 
Rp. 

81.613.310 .000,00 
5.556.690.000,00 

Perubahan Rp. 87 .170.000.000,00 
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b . Retribusi Daerah 
1) Semula Rp. 42.102.219.585,00 

2) Bertambah Rp. 915.737.258.51 

Jumlah Retribusi Daerah setelah 
Perubahan Rp. 43.0 17.956.843,51 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 
1) Semula Rp. 3.083.855.255,00 

2) Berkurang Rp. 

Jumlah Hasil Kekayaan Daerah yang 
dipisahkan setelah Perubahan Rp. 

(290.459 .008.70) 

2.793.396.246,30 

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

1) Semula Rp. 217.616.496.000,00 
2) Bertambah Rp. 145.431.811.161.87 

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah 
yang Sah setelah Perubahan Rp. 363.048.307.161,87 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 
1) Semula Rp. 80.690.653.575,00 

2) Bertambah Rp 15.040.128.247.00 
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil 
Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 95.730.781.822,00 

b. Dana Alokasi Umum 

1) Semula Rp. 1.111.301.450.000,00 

2) Berkurang Rp. (19.521.993.000.00) 
Jumlah Dana Alokasi Umum 
setelah Perubahan Rp. 1.091.779.457.000,00 

C. Dana Alokasi Khusus 

1) Semula Rp. 369.279.742.000,00 

2) Berkurang Rp. (2.532.674.000,00) 
Jumlah Dana Alokasi Khusus 
setelah Perubahan Rp. 366.747.068.000,00 

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf c 
pendapatan: 

Sah sebagaimana 
terdiri dari jenis 

a. Pendapatan Hibah 

1) Semula Rp. 2.434.150.000,00 
2) Tidak Bertambah/ Tetap ..... R..._p ___ . _______ 0"""''""'"0-=-0 
Jumlah Pendapatan Hibah setelah 
Perubahan Rp. 2.434.150.000,00 

b . Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Provinsi 
1) Semula Rp. 137.561.480.791,00 
2) Bertambah Rp. 2 .945.201.306,00 
Jumlah Dana bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari 
Provinsi setelah Perubahan Rp. 140.506.682.097,00 
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c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 
1) Semula Rp. 51.330.514.000,00 
2) Tidak Bertambah/ Tetap Rp. 0,00 
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi 
Khusus setelah Perubahan Rp. 51.330.514.000,00 

d. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi 

1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah Rp. 45.573.060.000,00 
Jumlah Bantuan Keuangan dari Pemerintah 
Provinsi setelah Perubahan Rp. 45.573.060.000,00 

e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat 
1) Semula Rp. 244.245.613.000,00 
2) Berkurang Rp. 0,00 
Jumlah Bantuan Keuangan dari 
Pemerintah Pusat 
setelah Perubahan Rp. 244.245.613.000,00 

Pasal 3 

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 
terdiri dari: 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Semula 

2) Bertambah 

Rp.1.574.412.457 .525,85 
Rp. 56.701.634.864,83 

Jumlah Belanja Tidak Langsung 
Setelah Perubahan Rp. 1.631. 114.092.390,68 

b . Belanja Langsung 
1) Semula Rp. 917.058.062.267,00 
2) Bertambah Rp. 214.578.148.527,00 

Jumlah Belanja Langsung setelah 
Perubahan Rp. 1.131.636.210. 794 ,00 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai 

1) Semula 
2) Bertambah 

Rp. 1.075.615.833.819,85 
Rp. 26.207.863.464,83 

Jumlah Belanja Pegawai setelah 
Perubahan Rp. 1.101.823.697.284,68 

b. Belanja Hibah 
1) Semula 
2) Bertambah 
Jumlah Belanja Hibah setelah 
Perubahan 

c. Belanja Bantuan Sosial 
1) Semula 
2) Tidak Bertambah/ Tetap 
Jumlah Belanja Bantuan Sosial 

Rp. 67.373.047.390,00 
Rp. 20.718.771.400,00 

Rp. 88.091.818.790,00 

Rp. 4.987.600.000,00 
Rp. 0,00 

setelah Perubahan Rp. 4.987.600.000,00 
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d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa 
1) Semula Rp. 425.435.976.316,00 
2) Bertambah Rp. 9.775.000.000,00 

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada 
Pemerintah Desa setelah 
Perubahan 

e. Belanja Tidak Terduga 

Rp. 435.210.976.316,00 

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00 
2) Tidak Bertambah/ Tetap Rp. 0,00 
Jumlah Belanja Tidak Terduga ----------
setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri dari jenis belanja: 
a. Belanja Pegawai 

1) Semula 
2) Bertam bah 
Jumlah Belanja Pegawai setelah 
Perubahan 

b. Belanja Barang dan Jasa 

Rp. 73.944.741.580,00 
Rp. 15.278.458.056,00 

Rp. 89.223.199.636,00 

1) Semula Rp. 488.380.690.826,00 
2) Bertambah Rp. 108.920.226.225,70 
Jumlah Belanja Barang dan Jasa 
setelah Perubahan Rp. 597.300.917.051,70 

c . Belanja Moda l 
1) Semula 
2) Bertambah 
Jumlah Belanja Modal setelah 
Perubahan 

Pasal 4 

Rp. 354.732.629 .861,00 
Rp. 90.379.464.245,30 

Rp. 445.112.094.106,30 

(1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 
terdiri dari: 
a. Penerimaan sejumlah 

1) Semula 
2) Bertambah 
Jumlah Penerimaan setelah 
Perubahan 

b . Pengeluaran sejumlah 
1) Semula 
2) Bertambah 
Jumlah Pengeluaran setelah 
Perubahan 

Rp. 150.211.035.586,85 
Rp. 78.162.281.427,15 

Rp. 228.373.317 .014,00 

Rp. 
Rp. 

Rp. 

0,00 
0,00 

0,00 
(2) Penerima an sebagaimana dimaksud pa da aya t (1) huruf a 

terdiri dari jenis pembiayaan: 
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah 

1) Semula Rp. 150.211.035.586,85 
2) Bertambah Rp. 78.162.281.427, 15 
Jumlah SILPA tahun anggaran 
sebelumnya setelah Perubahan Rp. 228.373.317.014,00 
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b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah 
1) Semula Rp. 0,00 

0,00 2) Bertambah Rp. 
Jumlah Penerimaan Kembali ----------
Pemberian Pinjaman setelah 
Perubahan Rp. 0,00 

c. Penerimaan Piutang Daerah 
1) Semula 
2) Bertambah 

Rp. 
Rp. 

0,00 
0,00 

Jumlah Penerimaan Piutang 
Daerah setelah Perubahan Rp. 0,00 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri dari jenis pembiayaan: 
Pembayaran Pokok Utang sejumlah 
1) Semula Rp. 0,00 
2) Bertambah ...... R""'p--'--. _______ 0"'""''"""0~0 

Jumlah Pembayaran pokok utang setelah 
Perubahan Rp. 0 ,00 

Pasal 5 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Dae rah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini, yang terdiri dari: 
Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD. 

Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD. 

Lampiran III 

Lampiran IV 

Lampiran V 

La mpiran VI 

Lampiran VII 
Lampiran VIII 

Lampiran IX 

Lampiran X 

Lampiran XI 

Lampiran XII 
Lampiran XIII 

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. 
Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi 
SKPD, Program dan Kegiatan. 
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk 
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara. 
Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per 
Golongan dan per Jabatan. 
Daftar Perubahan Piutang Daerah. 
Daftar Perubahan Penyertaan Modal 
(Investasi) Daerah. 
Daftar Perubahan Perkiraan Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Daerah. 
Daftar Perubahan Perkiraa n Penambahan dan 
Pengurangan Aset Tetap Lainnya. 
Daftar Perubahan Kegiatan-Kegiatan Tahun 
Anggaran Sebelumnya yang Bel um 
Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam 
Tahun Anggaran lni. 
Daftar Perubahan Dana Cadangan Daerah. 
Daftar Perubahan Pinjaman Daerah dan 
Obligasi Daerah. 
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Pasal 6 

Untuk Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, diatur 
lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017. 

Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang. 

Diundangkan di Jombang 
Pada tanggal 2 0ktober 20 17 

Ditetapkan di Jombang 
Pada tanggal 2 Oktober 2017 
BUPATI JOMBANG, 

NYONOSUHARLIWIHANDOKO 

H KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 7/A 

N DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 313-11/2017 
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